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ABSTRAK

Skripsi ini membahas bagaimana pemerintah memperlakukan para Pek?rja Migran
Indonesia yang dianggap scbagai pahlawan devisa negara, apabila mereka
menghadapi masalah ketika sedang bertugas di luar negeri. Menggunakan metode
yuridis normatif. Mengkaji mengenai upaya dan kendala pemerintah Indonesia dalam

perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia mengupayakgn
ia dalam menangani Pckerja Migran Indonesia

perlindungan Pekerja Migran Indonesi S
lah dalam bentuk memfasilitasi pemenuhan hak pekerja,

yang mengalami masa : (
pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advok.as:, dan
pemberian bantuan hukum. Serta hambatan yang dihadapi dalam perlindungan

Pekerja Migran Indonesia sechingga menimbulkan kendala meliputi : (I} Pekerja
Migran Indonesia non-prosedural (2) Pekerja Migran Indonesia sakit atau meninggal
dunia (3) Pekerja Migran Indonesia menggunakan paspor ganda. Pemerintah
diperlukan peraturan yang jelas dan tegas mengenai tugas serta tanggung jawab
pemerintah dan pihak atau pengelola swasta untuk memberikan penempatan dan
perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Dan harus ada penatazn ulang sistem
penempatan Pekerja Migran Indonesia di [uar negeri karena secara tmum masih ada
permasalahan penempatan yang tidak sesuai dengan cara menata kelembagaan yang
terkait dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci : Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Pemerintah

Peiﬁmlﬁ% Pembimbing Pembantu
Dr. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. Helena Primadianti, S.H., MLH.
NIP. 195506161986031002 NIP. 198609142009022004

Mengetahui.
Ketua Bagian Hukum Perdata
NIP. 196511011992032001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menempatkan posisi ke empat dengan jumlah penduduk ter
banyak yang didahului oleh Cina, India, dan Amerika. Tercatat sebanyak 268.074.600
jiwa penduduk Indonesia, yang menyebabkan Indonesia memiliki modal kuat dalam
pembangunan ekonomi yaitu melimpahnya sumber daya tenaga kerja. Indonesia pada
saat ini sedang menjalani perubahan yang structural, yaitu perubahan masyarakat dari
masyarakat berbasis pertanian menjadi masyarakat berbasis industri. Perubahan ini
mengalami akselerasi, karenanya sejak teknologi semakin digunakan untuk
penyelesaian suatu masalah.! Hal tersebut menimbulkan efek pada tenaga kerja, lebih
tepatnya pada petani di Indonesia, mereka menjadi tidak mempunyai pekerjaan atau
jobless, dikarenakan segala sesuatu sekarang sudah menggunakan teknologi.

Melimpahnya tenaga kerja sebagai modal dasar pembangunan, ternyata belum
dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Saat ini, dikarenakan lapangan
pekerjaan belum cukup banyak atau belum tersedia yang dapat digunakan untuk
mempekerjakan tenaga kerja yang ada, menimbulkan berbagai masalah, salah satu

yang utama adalah pengangguran.

! Satjipto Rahardjo, 1997, “Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses
dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi”, lus Quia lustum Law Journal of Islamic University of
Indonesia, No. 7 Vol .4, him.2.



Padahal di sisi lain, pemerintah telah melakukan upaya-upaya agar
berkurangnya jumlah pengangguran serta kemiskinan seperti pengadaan pelatihan
dan ketenagakerjaan berbasis sektor formal maupun informal, dana bantuan untuk
membuka usaha mikro, pelatihan untuk PMI yang akan bekerja di luar negeri serta
beberapa program lain. Dari berbagai program tersebut, yang paling diminati adalah
pelatihan untuk bekerja di luar negeri dan melakukan migrasi internasional, sebagai
cara tenaga kerja untuk mendukung ekonomi keluarga. Hal ini terlihat dari data yang
ada di Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan minat Warga Negara Indonesia (WNI)
untuk menjadi PMI :

Tabel 1.1
Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Negara Penempatan

(Ribuan Orang)

No. Negara 2014 2015 2016
1. ASEAN 2,109 2,038 2,000
2. Malaysia 1,935 1,881 1,862
3. Singapura 135 120 106
4. Brunei Darussalam 37 35 32
5. Lainnya 3 1 0
6. Asia selain ASEAN 466 411 375
7. Hong kong SAR 181 153 132
8. Taiwan, Provinsi China 191 182 177
9. Korea Selatan 41 31 25
10. Jepang 29 26 24
11. Makau 16 16 16
12. Lainnya 7 3 1
13. Australia dan Oseania 6 4 2




14. Australia 5 3 1
15. Lainnya 1 1 1
16. Timur Tengah 1,269 1,183 1,112
17. Arab Saudi 1,016 992 969
18. UEA 114 75 60
19. Kuwait 15 12 12
20. Bahrain 12 9 3
21. Qatar 28 14 7
22. Oman 33 30 12
23. Yordania 48 48 48
24, Mesir 0 0 0
25. Siprus 0 0 0
26. Sudan 0 0 0
27. Lainnya 3 2 2
28. Afrika 10 6 2
29. Afrika Selatan 9 5 1
30. Lainnya 1 1 1
31. Amerika 63 33 13
32. Eropa 21 12 8
33. Belanda 3 1 0
34. Italia 5 3 3
35. Jerman 3 2 1
36. Inggris 1 1 1
ar. Perancis 0 0 0
38. Spanyol 3 2 1
39. Lainnya 4 2 1
40. Jumlah TKI 3,944 3,686 3,511

Sumber :

Bank Indonesia dan BNP2TKI, 2018




Meingkatnya migrasi tenaga kerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (1) pull
factor yang diakibatkan oleh negara-negara industry yang membutuhkan tenaga kerja
serta adanya perubahan demografi?, (2) push factor yang berkaitan dengan adanya
persoalan pengangguran, kependudukan dan tekanan krisis di negara berkembang.
Dan (3) adanya hubungan antar negara yang didasarkan oleh aspek keluarga, budaya
dan sejarah.®

Di Indonesia, tenaga kerja migran disebut dengan Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa :

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik
Indonesia.”

Menjadi PMI merupakan pilihan pencaharian untuk kebanyakan masyarakat kurang
mampu di Indonesia karena tidak ada persyaratan yang sulit untuk mendapatkan gaji
yang lebih tinggi daripada bekerja di Indonesia, sehingga dianggap dapat cepat
meningkatkan kondisi perekonomian keluarga.

Keberadaan PMI memiliki peran yang cukup penting bagi negara yaitu

terjadinya perpindahan devisa tenaga kerja ke negara asal, yang disebut juga sebagai

remitansi (workers’ remittances).

2Ferry Adambhar, 2015, “Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri”
Indonesian Journal of International Law, Vol.2 no.4, him.698.
3 Ibid, hlm.699.



Pada tahun 2018, sebanyak kurang lebih 3 juta orang PMI yang menghasilkan
remitansi senilai 10,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 140 triliun
Rupiah.* Bagi negara berkembang seperti Indonesia, remitansi tersebut merupakan
salah satu sumber arus uang terbesar dan berperan penting dalam pembangunan
negara. Di satu sisi, tidak bisa dipungkiri bahwa menjadi PMI diyakini sebagai solusi
untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, juga diharapkan dapat
membawa dampak juga kontribusi yang besar dalam ekonomi negara. Tetapi, tidak
sedikit permasalahan yang didapat oleh PMI itu sendiri, adalah seperti gaji tidak
dibayar, diperlakukan tidak manusiawi, mendapat pelecehan seksual, diperkosa,
bahkan sejak mereka masih di tempat penampungan di Indonesia. Seperti kasus yang
terjadi di Hong Kong, misalnya. Kasus ini dialami oleh Pekerja Migran Indonesia
(Siti Rahayu), ia mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh karena majikannya
diam-diam merekamnya saat sedang mandi. Saat itu, Siti menemukan sebuah kamera
digital berwarna hitam dan berbentuk bulat di rak yang terletak di kamar mandi
dengan lensa menghadap dirinya.®

PMI adalah bagian dari negara, karena mereka harus pergi ke luar negeri
untuk bekerja, mereka pun tetap harus menerima hak-hak nya sebagaimana warga

negara semestinya.® Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4 Bank Indonesia, 2019 Tersedia di https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf. Situs
Resmi Bank Indonesia. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 Pukul 17.04 WIB.

> CNN Indonesia, “TKI di Hong Kong gugat Majikan Karena Direkam Saat Mandi”, diakses
dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190219142517-113-370681/tki-di-hong-kong-
gugat-majikan-karena-direkam-saat-mandi, pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 19.38 WIB.

® Fathor Rahman, Menghakimi TKI, Pensil, Jakarta, 2011, him.77.



https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190219142517-113-370681/tki-di-hong-kong-gugat-majikan-karena-direkam-saat-mandi
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190219142517-113-370681/tki-di-hong-kong-gugat-majikan-karena-direkam-saat-mandi

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh
setiap warga negara, yang terdapat pada Pasal 281 Angka 2 bahwa perlakuan
diskriminatif atas dasar apapun bisa bebas dari setiap orang (warga negara) dan
mereka berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif tersebut.’

Pemerintah harus tegas memberikan perlindungan hukum kepada ratusan ribu
PMI, sebab PMI juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang terdapat pada
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
menentukan bahwa hak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
dimiliki oleh setiap pekerja/buruh, serta moral kesusilaan dan perlakuan yang
sebagimana harkat dan martabat manusia dan nilai agama yang ada.

Masalah PMI di luar negeri merupakan hal yang penting bagi pemerintah
Republik Indonesia, khususnya Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, karena
sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yaitu melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan terhadap Warga
Negra Indonesia oleh Perwakilan Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 19 dan
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ;
Pasal 19
“Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman,
perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di

luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum
kebiasaan internasional.”

"1bid, him.79.
8 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV



Pasal 21

“Dalam hal Warga Negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik
Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun
mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke
Indonesia atas biaya negara.”

Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka Warga Negara Indonesia
berhak dan wajib dilindungi oleh perwakilan konsuler maupun diplomatik,
dikarenakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) adalah institusi yang dapat
diandalkan oleh WNI saat mereka berada di luar negeri untuk tempat berlindung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis
skripsi dengan judul DUALISME PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA SEBAGAI PAHLAWAN DEVISA NEGARA (Kajian

Hukum Ketenagakerjaan).



B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin merumuskan pokok

permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran dalam pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia?

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia
dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran

Indonesia (PMI) di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran dalam
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.

2. Untuk mengetahui Kendal.a yang dihadapi oleh Perwakilan  Diplomatik
Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hokum kepada

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.



Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian skripsi ini diharapkan mampu berguna baik bagi ilmu pengetahuan
maupun dalam ilmu hukum perdata khususnya mengenai perlindungan PMI
sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar oleh pemerintah Indonesia serta
dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis
berikutnya.

2. Manfaat Praktis
Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang
hukum ketenagakerjaan serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum,
dosen pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dalam

perlindungan PMI.

E. Ruang Lingkup Permasalahan
Agar permasalahan dan pembahasan ini tidak terlalu luas dan agar lebih
terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada ruang
lingkup penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum PMI di luar negeri dan
hambatan serta upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik  Republik

Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada PMI di luar negeri.
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F. Kerangka Teori
Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang pelaksanaan
perlindungan hukum PMI di luar negeri dan hambatan serta upaya yang ditempuh
oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam rangka memberikan
perlindungan kepada PMI di luar negeri, maka penulis menggunakan kerangka teori
sebagai berikut;
1. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang
ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau
individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.’

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat
sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-
wenang.*°

Keadilan menurut W.J.S Poerwadarminta adalah tidak berat sebelah atau
dapat dikatakan seimbang dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sedangkan
keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadilan yang dikatakan adil apabila

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **

%Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertas , Cetakan Ke-3, Edisi Ke-1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, him.26

10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2001, him. 517.

1 Muhammad Busro, Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2018, him. 258
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Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah
semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia,
keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan
hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih;
melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan
masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan
mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.!? Dengan demikian keadilan
bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya
mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan
yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain,
adalah keadilan sebagai sebuah nilai- nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini
adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang
dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa
kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan

keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

12 Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross,
https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugem/3lI3/aristotle/Ethics.pdf, Diakses pada tanggal 28
Agustus 2019 pukul 16.34 WIB.



https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/aristotle/Ethics.pdf
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Macam-macam keadilan secara umum sebagai berikut:

a.

Keadilan Komunikatif (lustitia Communicative)

Suatu Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa
yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak sesorang pada suatu
objek tertentu.

Keadilan Distributif (lustitia Distributiva)

Suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang
menjadi suatu hak pada subjek hal yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu
keadilan yang menilai dari proporsional ataupun kesebandingan yang
berdasarkan jasa kebutuhan dan kecakapan.

Keadilan Legal (lustitia Legalls)

Suatu keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya adalah masyarakat
yang dilindungi Undang-Undang untuk kebaikan secara bersama.

Keadilan Vindikatif (lustitia Vindicativa)

Suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan
pelanggaran ataupun kejahatan.

Keadilan Kreatif (lustitia Creativa)

Suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan
bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas

yang dimilikinya dalam berbagai bidang.
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f.  Keadilan Protektif (lustitia Protektiva)
Suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan
kepada pribadi dari sutau tindak sewenang-wenang.*3
2. Teori Perlindungan Hukum
Munculnya teori perlindungan hukum pada awalnya bersumber dari teori
hukum alam atau aliran hukum alam yang dicetuskan oleh Plato, Aristoteles, dan
Zeno. Disebutkan dalam aliran hukum alam bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan
yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh
dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah
cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang
diwujudkan melalui hukum dan moral. Prinsip perlindungan hukum ini didasari pada
pengakuan, kepastian, dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-
nilai ideologi pancasila. 14
Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan
abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak
berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak
berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak

boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.®

13 Anita, Macam-Macam Keadilan Secara Umum dan Menurut Para Ahli, dikutip dalam
https://www.daftarinformasi.com/macam-macam-keadilan/, Pada tanggal 25 Agustus 2019, Pukul
20.51 WIB.

14 satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, 2003,

him.74
15 atijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, him.53.


https://www.daftarinformasi.com/macam-macam-keadilan/
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Terdapat pula teori perlindungan hukum Salmond, Fitzgerald berpendapat
bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat, karena perlindungan terhadap kepentingan tertentu
hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga
hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu
diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan
hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan
masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili
kepentingan masyarakat.'®

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum.’

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum
adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan

18 Ibid., him. 58
7 1bid., him.54.
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hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara
hukum. 18

Menurut Lili Rasjidi dan 1.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan
untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
melaikan juga predektif dan antipatif.®

Dari uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum
merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan
hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum
adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan
aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik
yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan
hukum. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan
hukum.?

Berdasarkan sifatnya, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam,
yaitu :
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Bina llmu, Surabaya,
1987, him.25.

¥ Lili Rasjidi dan 1.B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Jakarta,
2003, him. 118

2 Johannes Ibrahim, 2005, “Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga
Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan”, Jurnal Hukum Bisnis,
Vol. 24., him. 43.
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undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa
atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
3. Teori Hak Asasi Manusia

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang terdapat
pada Pasal 27 ayat 2. Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Kedua) Bab XA tentang hak
asasi manusia (Pasal 28A-28J).2
Pasal 28D Ayat (2) menjelaskan bahwa ;

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja.”

Selanjutnya dalam Pasal 281 Ayat (4) menjelaskan bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 38 Ayat (2) yang menjelaskan

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak

2L Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
him.10.
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pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”. Sedangkan Pasal 71 mengatur
mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan,
dan memajukan hak asasi manusia baik diatur dalam Undang-Undang, maupun
hukum internasional.

Salah satu kewajiban konstitusional dari Negara/Pemerintah adalah
menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, karena bekerja merupakan
bagian dari hak asasi warga negara dalam rangka mempertahankan eksistensi
kehidupannya.?2

Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah
suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap
demi setahap melalui periode-periode tertentu didalam sejarah perkembangan
masyarakat. Sebagai salah satu konsep moral, hak asasi manusia dibangun dan
dikembangkan berdasarkan pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri.

Di Indonesia konsep hak asasi manusia telah secara tegas dan jelas diakui
keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan dilaksanakan oleh Negara di dalam masyarakat. Hak asasi pekerja adalah hak
untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui
keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
merupakan hak konstitusional. Itu berarti bahwa negara tidak diperkenankan untuk
mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa Undang-Undang maupun berupa

peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak

2 1bid., him.11.
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konstitusional. Bahkan di dalam negara modern, negara berkewajiban untuk
menjamin pelaksanaan hak konstitusional. 23

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang adil tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan perusahaan.

Terdapat tiga teori HAM yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang
didalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, yaitu:
1. Teori Hak-Hak Alami
HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat
berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup,
kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan
tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum,
karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya
semata-mata berasal dari manusia.?* Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan
ke dalam berbagai “Bill of Rights”, seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris
(1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia
dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di
penghujung Perang Dunia Il, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan

kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan

3 bid., him.14.
24 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta,
2015, him. 7.



dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di
benua Amerika dan Eropa.?®

2. Teori Poritivisme

19

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang rill,

maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (rights, then

should be created and granted by constitution, laws, and contracts). Teori atau

mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian

dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum

positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari

hukum negara. Satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang

berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.?®

3. Teori Relativisme Budaya

Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan

satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.?” Karena itu hak asasi

manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing

negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang

harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya

menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu

budaya tertentu.

> Todung Mulya Cubis, Tn Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s

New Order, 1966 to 1990, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, him. 16-17.

% Rhona K. M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM Ul|I, Yogyakarta, 2008, him.

13.
211bid., him. 71.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
hukum normatif atau yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang
mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya
dan didukung dengan data lapangan. Penelitian hukum normatif memberikan
pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik
dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di dalam
peraturan perundang-undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut.?®
Pendekatan yuridis normatif serta didukung data lapangan dimaksudkan untuk
mengkaji substansi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Pendekatan Penelitian
Pendeketan penelitian ini terdiri dari:
a. Pendekatan Undang-Undang (statue approach)
Pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum.?® Pada penelitian ini,
penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan.

28| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Preneda Media Group,
Jakarta, 2016, him. 84.

29 petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
him.93
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Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang didasarkan pada pendapat para ahli
hukum yang didapat dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya
ilmiah atau jurnal yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas dalam
permasalahan ini.

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Sekunder

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan
perundang-undagan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-
undagan dan putusan hakim.*® Dalam bentuk antara lain Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri buku-buku teks (textbooks) berisi
mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang ditulis para ahli hukum
yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus
hukum, yurisprudensi dan lain sebagainya yang mempunyai kualifiaksi

tinggi yang sesuai dengan topik penelitian ini.3!

% Ibid., him. 141
31 Ibid., him. 142
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3) Bahan hukum tersier yang pada dasarnya bahan hukum tersier sebagai
penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, majalah hukum,
jurnal ilmiah atau bahan rujukan bidang hukum dan lain-lain.*?

b. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang didapat langsung dari sumber pertama dari
individu sebagai sumber datanya. Teknik yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan data primer ialah dengan observasi.*
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum
sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mencari,
mengumpulkan, serta mengkaji peraturan perundang-undagan, rancangan
perundang-undangan, jurnal hukum, dan artikel hukum yang berhubungan
dengan objek penelitian terhadap permasalahn yang akan dibahas, serta agar
dapat memperoleh informasi dalam benuk ketentuan formal.®*

b. Studi Lapangan

Studi lapangan (field research) merupakan studi yang dilakukan dengan

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari nara sumber

3230erjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat
Edisi | Cet. 5., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him. 3.

33 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2011, him.41

34 Suratman, dan Philis Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014, him.67
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di lapangan atau atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang sedang
diteliti.
Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah
bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dengan
menghubugkannya dengan bahan uokum sekunder yakni doktrin-doktrin para
ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicarikan
jawabannya. Selanjutnya melakukan klasifikasi, dan interpretasi. Kemudian akan
dianalisis secara kualitatif.

Data-data tersebut kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif.
Penyajian data penelitian dengan pendekatan kualitatif pada prinsipnya berproses
dalam bentuk induksi-interpretasi.®® Induksi maksudnya adalah ketika peneliti
mengumpulkan data pada tahap awal. Interpretasi data maksudnya adalah ketika
peneliti mulai mendapatkan benang merah yang semakin lama semakin jelas.

Penyajian data inilah yang diolah melalui teknik analisis data.®

Teknik Penarikan Kesimpulan
Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara.
Pertama, pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara deduktif

yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum

3 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, him.57.
% Ibid., him. 66.
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ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan cara yang kedua adalah secara
induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-
hal yang bersifat umum. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik
pernarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari
hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Fungsi kesimpulan
adalah sebagai pembenaran atau penolakan teori yang ada, dasar perumusan teori
baru, revisi teori lama, dan sumber informasi dasar dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. ¥’

H. Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika

penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup, dan metodologi
yang mencakup : pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan
dan teknik analisis data. Diakhir bab disertakan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

37 Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, him. 177



Di dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus
hal-hal mengenai perlindungan serta hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia

dan Pemerintah.

BAB Il PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan pembahasan terhadap hal-hal yang menjadi fokus
permasalahan dalam penelitian ini antara lain tentang perlindungan hukum bagi
Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan serta analia permasalahan yang ada dalam bab-bab
sebelumnya dan saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan masalah yang

diangkat dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
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